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PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUNGO TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BUNGO

ABSTRAK

Berdasarkan ketentuan Pasal 20A Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016,
Pemerintah memberikan Hibah kepada Pemerintah Daerah untuk
digunakan sebagai Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah
Air Minum (PDAM) dalam rangka mengoptimalkan upaya perbaikan
kondisi keuangan PDAM dan penyelesaian piutang negara pada PDAM
yang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri, Rekening Dana
Investasi, dan Rekening Pembangunan Daerah, Ketentuan Pasal 55
Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Pengembangan
Sistem Penyediaan Air Minum, Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah
Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan pinjaman, hibah,
penerusan hibah, dan/atau melakukan penyertaan modal guna
meningkatkan kinerja pelayanan BUMN dan/atau BUMD dalam
Penyelenggaraan SPAM; dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, pemerintah daerah dapat
melakukan investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi,
sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam bentuk penyertaan modal yang
ditetapkan dengan peraturan daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014
tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Bungo.

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945; UU Nomor 12
Tahun 1956 sebagaimana telah dubah dengan UU Nomor 7 Tahun 1965;
UU Nomor 5 Tahun 1962 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6
Tahun 1969; UU Nomor 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
UU Nomor 14 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1
Tahun 2004; UU nomor 11 Tahun 1974; UU Nomor 23 Tahun 2014
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9
Tahun 2015; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU nomor 12 Tahun 2011; UU
Nomor 12 Tahun 2016; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 1 Tahun
2008; PP Nomor 2 Tahun 2012; PP Nomor 122 Tahun 2015; Permendagri
Nomor 13 Tahun 2006 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Permendagri Nomor 2 Tahun
2007; PMK Nomor 31/PMK.05/2016; Permendagri Nomor 48 Tahun
2016; dan Perda Kabupaten Bungo Nomor 9 Tahun 2008.
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- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan dalam Perda
Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Bungo. Ketentuan tersebut adalah Ketentuan Pasal
2 ayat (1) ditambahkan 2 (dua) huruf terkait penyelesaian Piutang Negara
pada PDAM vyang bersumber dari penerusan pinjaman luar negeri,
Rekening Dana Investasi dan Rekening Pembangunan Daerah dan
pelunasan piutang negara pada PDAM kepada Pemerintah Pusat, dengan
cara Hibah Non Kas kepada Pemerintah Daerah; serta Ketentuan Pasal 3
terkait perincian besaran penyertaan modal daerah kepada PDAM
Kabupaten Bungo.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 7 September 2016.
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